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BENTUK-BENTUK TINDAK PIDANA DAN
PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PEJABAT
IMIGRASI MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG
KEIMIGRASIAN*

Oleh: Mesias Rumondor?

Daniel F. Aling®
Debby T. Antow*

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk
mengetahui bagaimana bentuk-bentuk tindak
pidana yang dilakukan oleh pejabat imigrasi
berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2011 Tentang Keimigrasian dan bagaimana
penerapan sanksi pidana terhadap pejabat
imigrasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Dengan
menggunakan metode penelitian yuridis
normatif, disimpulkan: 1. Bentuk-bentuk
perbuatan pidana yang diatur dalam Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang
Keimigrasian vyaitu: memberikan Dokumen
Perjalanan atau memperpanjang dokumen
keimigrasian kepada seseorang yang
diketahuinya tidak berhak; membocorkan data
Keimigrasian yang bersifat rahasia kepada pihak
yang tidak berhak, tidak menjalankan prosedur
operasi standar yang berlaku dalam proses
pemeriksaan pemberangkatan atau kedatangan
di Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang
mengakibatkan masuknya Orang Asing ke
Wilayah Indonesia atau keluarnya orang dari
Wilayah Indonesia; tidak menjalankan prosedur
operasi standar penjagaan Deteni di Rumah
Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi
yang mengakibatkan Deteni melarikan diri;
tidak memasukkan data ke dalam Sistem
Informasi  Manajemen  Keimigrasian. 2.
Penerapan sanksi pidana bagi pejabat imigrasi
menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011
Tentang Keimigrasian dengan pidana penjara
dan pidana kurungan; Pidana penjara
diberlakukan paling lama pidana penjara paling
lama 2 (dua) tahun dan 5 (lima) tahun; pidana
kurungan paling lama 6 (enam) bulan.
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PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Pejabat Imigrasi sebagai pegawai yang telah
melalui pendidikan khusus keimigrasian dan
memiliki keahlian teknis keimigrasian serta
memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas
dan tanggung jawab wajib melaksanakan tugas
dengan menaati peraturan  perundang-
undangan yang berlaku. Pejabat imigrasi harus
berupaya untuk tidak melakukan perbuatan-
perbuatan bertentangan dengan aturan-aturan
keimigrasian yang berlaku, seperti membiarkan
seseorang melakukan tindak pidana
keimigrasian dan tidak berupaya untuk
melakukan penegakan hukum yang semestunya
wajib dilakukan.

Pejabat imigrasi harus berupaya untuk tidak
melakukan perbuatan-perbuatan dengan cara
membocorkan rahasia data keimigrasian yang
bersifat rahasia dan sangat penting untuk
dilindungi agar tidak ditahui oleh pihak-pihak
yang tidak berhak serta tidak berupaya
menjalankan prosedur prosedur operasi
standar yang berlaku dalam  proses
pemeriksaan pemberangkatan atau kedatangan
di tempat pemeriksaan imigrasi yang
mengakibatkan masuknya orang asing ke
wilayah Indonesia atau keluarnya orang dari
Wilayah Indonesia tidak berada dalam
pengawasan.

Pejabat imigrasi dapat dikenakan sanksi
pidana apabila tidak melaksanakan
kewajibannya sesuai dengan  peraturan
perundang-undangan vyang berlaku apabila
terbukti perbuatan-perbuatan yang
dilakukannya memenuhi unsur-unsur tindak
pidana keimigrasian.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis
memilih judul skripsi ini dengan judul “Bentuk-
Bentuk Tindak Pidana Dan Penerapan Sanksi
Pidana Bagi Pejabat Imigrasi Menurut Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang
Keimigrasian”

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah bentuk-bentuk tindak
pidana yang dilakukan oleh pejabat
imigrasi berdasarkan Undang-Undang
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Nomor 6 Tahun 2011 Tentang
Keimigrasian ?

2. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana
terhadap pejabat imigrasi berdasarkan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011
Tentang Keimigrasian ?

C. Metode Penelitian

Penyusunan materi penulisan Skripsi ini,
menggunakan metode penelitian  hukum
normatif. Bahan-bahan hukum yang digunakan
sebagai penunjang dikumpulkan melalui studi
kepustakaan.

PEMBAHASAN
A. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Yang
Dilakukan Oleh Pejabat Imigrasi Menurut
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011
Tentang Keimigrasian
Sebagaimana telah diatur dalam Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian, Pasal 133 huruf (a) Pejabat
Imigrasi atau pejabat lain membiarkan
seseorang melakukan tindak pidana
Keimigrasian, sehingga dapat dikenakan sanksi
pidana. Adapun tindak pidana keimigrasian
yang dimaksud dapat diketahui
1. Pasal 118. Setiap Penjamin yang dengan
sengaja memberikan keterangan tidak benar
atau tidak memenuhi jaminan yang
diberikannya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 63 ayat (2) dan ayat (3) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)
tahun dan pidana denda paling banyak
Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
2. Pasal 119 (1) Setiap Orang Asing yang masuk
dan/atau berada di Wilayah Indonesia yang
tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa
yang sah dan masih berlaku sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun
dan pidana denda paling banyak
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(2) Setiap Orang Asing yang dengan sengaja
menggunakan Dokumen Perjalanan, tetapi
diketahui atau patut diduga bahwa
Dokumen Perjalanan itu palsu atau
dipalsukan dipidana dengan pidana penjara
paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda
paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus
juta rupiah).

3. Pasal 120. (1) Setiap orang yang melakukan
perbuatan  yang  bertujuan mencari
keuntungan, baik secara langsung maupun
tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk
orang lain dengan membawa seseorang atau
kelompok orang, baik secara terorganisasi
maupun tidak terorganisasi, atau
memerintahkan orang lain untuk membawa
seseorang atau kelompok orang, baik secara
terorganisasi maupun tidak terorganisasi,
yang tidak memiliki hak secara sah untuk
memasuki Wilayah Indonesia atau keluar
dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk
wilayah negara lain, yang orang tersebut
tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah
tersebut secara sah, baik dengan
menggunakan dokumen sah  maupun
dokumen palsu, atau tanpa menggunakan
Dokumen Perjalanan, baik melalui
pemeriksaan  imigrasi  maupun tidak,
dipidana karena Penyelundupan Manusia
dengan pidana penjara paling singkat 5
(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas)
tahun dan pidana denda paling sedikit
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu
miliar lima ratus juta rupiah). (2) Percobaan
untuk melakukan tindak pidana
Penyelundupan Manusia dipidana dengan
pidana yang sama sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

4. Pasal 121. Dipidana dengan pidana penjara
paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda
paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus
juta rupiah): a. setiap orang yang dengan
sengaja membuat palsu atau memalsukan
Visa atau Tanda Masuk atau lzin Tinggal
dengan maksud untuk digunakan bagi
dirinya sendiri atau orang lain untuk masuk
atau keluar atau berada di Wilayah
Indonesia; b. setiap Orang Asing yang
dengan sengaja menggunakan Visa atau
Tanda Masuk atau lzin Tinggal palsu atau
yang dipalsukan untuk masuk atau keluar
atau berada di Wilayah Indonesia.

5. Pasal 122. Dipidana dengan pidana penjara
paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda
paling paling banyak Rp500.000.000,00 (lima
ratus juta rupiah): a. setiap Orang Asing yang
dengan sengaja menyalahgunakan atau
melakukan kegiatan vyang tidak sesuai
dengan maksud dan tujuan pemberian Izin
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Tinggal yang diberikan kepadanya; b. setiap
orang yang menyuruh atau memberikan
kesempatan kepada Orang Asing
menyalahgunakan atau melakukan kegiatan
yang tidak sesuai dengan maksud atau
tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan
kepadanya.

. Pasal 123. Dipidana dengan pidana penjara
paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda
paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus
juta rupiah): a. setiap orang yang dengan
sengaja memberikan surat atau data palsu
atau yang dipalsukan atau keterangan tidak
benar dengan maksud untuk memperoleh
Visa atau lIzin Tinggal bagi dirinya sendiri
atau orang lain; b. setiap Orang Asing yang
dengan sengaja menggunakan Visa atau lzin
Tinggal sebagaimana dimaksud dalam huruf
a untuk masuk dan/atau berada di Wilayah
Indonesia.

. Pasal 126. Setiap orang yang dengan
sengaja: a. menggunakan  Dokumen
Perjalanan Republik Indonesia untuk masuk
atau keluar Wilayah Indonesia, tetapi
diketahui atau patut diduga bahwa
Dokumen Perjalanan Republik Indonesia itu
palsu atau dipalsukan dipidana dengan
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun
dan pidana denda paling banyak
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); b.
menggunakan Dokumen Perjalanan Republik
Indonesia orang lain atau yang sudah
dicabut atau yang dinyatakan batal untuk
masuk atau keluar Wilayah Indonesia atau
menyerahkan kepada orang lain Dokumen
Perjalanan  Republik  Indonesia  yang
diberikan kepadanya atau milik orang lain
dengan maksud digunakan secara tanpa hak
dipidana dengan pidana penjara paling lama
5 (lima) tahun dan pidana denda paling
banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah); c. memberikan data yang tidak sah
atau keterangan yang tidak benar untuk
memperoleh Dokumen Perjalanan Republik
Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain
dipidana dengan pidana penjara paling lama
5 (lima) tahun dan pidana denda paling
banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah); d. memiliki atau menggunakan
secara melawan hukum 2 (dua) atau lebih
Dokumen Perjalanan Republik Indonesia
yang sejenis dan semuanya masih berlaku
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dipidana dengan pidana penjara paling lama
5 (lima) tahun dan pidana denda paling
banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah); e. memalsukan Dokumen
Perjalanan  Republik  Indonesia  atau
membuat Dokumen Perjalanan Republik
Indonesia palsu dengan maksud untuk
digunakan bagi dirinya sendiri atau orang
lain dipidana dengan pidana penjara paling
lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling
banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah).

. Pasal 127. Setiap orang yang dengan sengaja

dan melawan hukum menyimpan Dokumen
Perjalanan Republik Indonesia palsu atau
dipalsukan dengan maksud untuk digunakan
bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)
tahun dan pidana denda paling banyak
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

. Pasal 128. Dipidana dengan pidana penjara

paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda
paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus
juta rupiah): a. setiap orang yang dengan
sengaja dan melawan hukum mencetak,
mempunyai, menyimpan, atau
memperdagangkan blanko Dokumen
Perjalanan Republik Indonesia atau blanko
Dokumen Keimigrasian lainnya; b. setiap
orang yang dengan sengaja dan melawan
hukum membuat, mempunyai, menyimpan,
atau memperdagangkan cap atau alat lain
yang digunakan untuk mengesahkan
Dokumen Perjalanan Republik Indonesia
atau Dokumen Keimigrasian lainnya.

10.Pasal 129. Setiap orang yang dengan sengaja

dan melawan hukum untuk kepentingan diri
sendiri atau orang lain merusak, mengubah,
menambah, mengurangi, atau
menghilangkan, baik sebagian maupun
seluruhnya, keterangan atau cap yang
terdapat dalam Dokumen Perjalanan
Republik Indonesia atau Dokumen
Keimigrasian lainnya dipidana dengan
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun
dan pidana denda paling banyak
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

11.Pasal 131. Setiap orang yang dengan sengaja

tanpa hak dan melawan hukum memiliki,
menyimpan, merusak, menghilangkan,
mengubah, menggandakan, menggunakan
dan atau mengakses data Keimigrasian, baik
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secara manual maupun elektronik, untuk

kepentingan diri sendiri atau orang lain

dipidana dengan pidana penjara paling lama

5 (lima) tahun dan pidana denda paling

banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta

rupiah).

12.Pasal 132.Pejabat Imigrasi atau pejabat lain
yang ditunjuk yang dengan sengaja dan
melawan hukum memberikan Dokumen

Perjalanan Republik Indonesia dan/atau

memberikan atau memperpanjang

Dokumen Keimigrasian kepada seseorang

yang diketahuinya tidak berhak dipidana

dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh)
tahun.

13.Pasal 133 huruf b. Dengan sengaja
membocorkan data Keimigrasian yang
bersifat rahasia kepada pihak yang tidak
berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal

67 ayat (2) dan Pasal 68 ayat (2) dipidana

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)

tahun;
14. Pasal 134 huruf b. Setiap Deteni yang
dengan sengaja:

a. membuat, memiliki, menggunakan,

dan/atau mendistribusikan senjata dipidana

dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga)
tahun; b. melarikan diri dari Rumah Detensi

Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi

dipidana dengan pidana penjara paling lama

5 (lima) tahun.
15.Pasal 135. Setiap orang yang melakukan

perkawinan semu dengan tujuan untuk

memperoleh Dokumen Keimigrasian
dan/atau  untuk  memperoleh  status
kewarganegaraan Republik Indonesia
dipidana dengan pidana penjara paling lama

5 (lima) tahun dan pidana denda paling

banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta

rupiah).

Perbuatan hukum adalah perbuatan yang
sengaja dikehendaki oleh subjek dan
menimbulkan akibat hukum. Unsur perbuatan
hukum adalah kehendak dan pernyataan
kehendak yang sengaja menimbulkan akibat
hukum. Dalam arti seseorang dihukum karena
ia dengan sengaja melanggar norma hukum
yang berlaku sehingga mengakibatkan sesuatu
yang buruk atau yang merugikan. Dalam hal ini
suatu peristiwa konkret itu harus menjadi

> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian.

peristiwa hukum, yaitu peristiwa yang oleh
hukum dihubungkan dengan akibat hukum.®

B. Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pejabat
Imigrasi Menurut Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
Penerapan sanksi dalam suatu perundang-

undangan pidana bukanlah sekedar masalah
teknis perundang-undangan semata, melainkan
bagian tak terpisahkan dari substansi atau
materi  perundang-undangan itu sendiri.
Artinya, dalam hal menyangkut masalah
penalisasi, kriminalisasi dan deskriminalisasi
harus dipahami secara komprehensif baik
segala aspek persoalan substansi atau materi
perundang-undangan pada tahap kebijakan
legislasi.” Sanksi dalam hukum pidana adalah
merupakan reaksi atas pelanggaran hukum
yang telah ditentukan undang-undang, mulai
dari penahanan, penuntutan sampai, sampai
pada penjatuhan hukuman oleh hakim. Simon
menyatakan, bahwa bagian terpenting dari
setiap undang-undang adalah menentukan
sistem hukum vyang dianutnya. Masalah
kebijakan menetapkan jenis sanksi dalam
hukum pidana, tidak terlepas dari masalah
penetapan tujuan yang ingin dicapai dalam
pemidanaan.?

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011
tentang Keimigrasian, Pasal 132. Pejabat
Imigrasi atau pejabat lain yang ditunjuk yang
dengan sengaja dan melawan hukum
memberikan Dokumen Perjalanan Republik
Indonesia dan/atau memberikan atau
memperpanjang Dokumen Keimigrasian kepada
seseorang vyang diketahuinya tidak berhak
dipidana dengan pidana penjara paling lama 7
(tujuh) tahun.

Hukum pidana adalah hukum vyang
mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan
terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan
kejahatan tersebut diancam dengan hukuman
yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi
yang bersangkutan. Kejahatan adalah
perbuatan pidana yang berat. Ancaman
hukumannya dapat berupa hukuman denda,

® Muhammad Nuh, Etika Profesi Hukum, CV Pustaka Setia,
Bandung, 2011, hal. 199-120.

7 Whimbo Pitoyo, Panduan Praktisi  Hukum
Ketenagakerjaan, (Penyunting) Widy Octa & Nur A.
Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta, 2010, hal. 91.

81bid, hal. 92.
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hukuman penjara, hukuman mati dan
kadangkala masih ditambah dengan hukuman
penyitaan barang-barang tertentu, pencabutan
hak-hak tertentu serta pengumuman keputusan
hakim.’

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011
tentang Keimigrasian, Pasal 133. Pejabat
Imigrasi atau pejabat lain:

a. membiarkan seseorang melakukan tindak
pidana Keimigrasian sebagaimana
dimaksud Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120,
Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal
126, Pasal 127, Pasal 128, Pasal 129,
Pasal 131, Pasal 132, Pasal 133 huruf b,
Pasal 134 huruf b, dan Pasal 135 yang
patut diketahui olehnya dipidana dengan
pidana penjara paling lama 5 (lima)
tahun;

b. dengan sengaja membocorkan data
Keimigrasian yang Dbersifat rahasia
kepada pihak vyang tidak berhak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67
ayat (2) dan Pasal 68 ayat (2) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 5
(lima) tahun;

c. dengan sengaja tidak menjalankan
prosedur operasi standar yang berlaku
dalam proses pemeriksaan
pemberangkatan atau kedatangan di
Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang
mengakibatkan masuknya Orang Asing ke
Wilayah Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) atau
keluarnya orang dari Wilayah Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
ayat (1) dipidana dengan pidana penjara
paling lama 2 (dua) tahun;

d. dengan sengaja dan melawan hukum
tidak menjalankan prosedur operasi
standar penjagaan Deteni di Rumah
Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi
Imigrasi yang mengakibatkan Deteni
melarikan diri dipidana dengan pidana
penjara paling lama 2 (dua) tahun;

e. dengan sengaja dan melawan hukum
tidak memasukkan data ke dalam Sistem
Informasi  Manajemen  Keimigrasian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70
dipidana dengan pidana kurungan paling
lama 6 (enam) bulan.

®Yulies Tiena Masriani, Op.Cit, hal. 60.
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Jika pemerintah tidak memiliki legalitas
untuk melakukan suatu tindakan, berarti
pemerintah tidak boleh bertindak untuk
menanggulangi suatu urusan. Dalam praktik
penyelenggaraan negara modern dewasa ini,
keadaaan seperti ini tentu saja tidak boleh
terjadi karena hal itu akan menimbulkan
masalah yang sangat serius bagi kelangsungan
hidup (eksistensi) bangsa dan negara.’®

Tindakan pemerintah tidaklah dalam arti
sebebas-bebasnya, karena konstitusi atau
hukum harus ditaati agar tidak berlaku
sewenang-wenang, baik dalam arti tindakan
yang melampaui batas kewenangan, bertindak
tidak sesuai dengan kewenangan atau
peruntukannya atau bertindak sewenang-
wenang."

Dalam penyelenggaraan kepemerintahan
yang baik (good governance) menghendaki
adanya akuntabilitas, transparansi,
keterbukaan dan rule of law, sementara
pemerintahan yang bersih menuntut
terbebasnya praktek yang menyimpang (mal-
administration) dari “etika administrasi negara”
sedangkan pemerintah yang berwibawa
menuntut adanya ketundukkan, ketaatan dan
kepatuhan  (complence) rakyat terhadap
undang-undang, pemerintah dan kebijakan
pemerintah, sedangkan pemerintahan yang
berwibawa berkaitan dengan “ketaatan,
kepatuhan dan ketundukkan masyarakat
kepada pemerintah, peraturan perundang-
undangan dan kebijakan yang dibuat oleh
pemerintah.  Ketaatan, kepatuhan dan
ketundukan masyarakat, sering muncul atau
ditemukan karena pemerintah menggunakan
“otoritas kekuasaan” yang mereka miliki.

Supremasi  hukum artinya kekuasaan
tertinggi dipegang oleh hukum. Baik rakyat
maupun pemerintah tunduk pada hukum. Jadi
yang berdaulat adalah hukum.'? Equality before
the law artinya persamaan kedudukan di depan
hukum tidak ada yang diistimewakan."®

° Hotma P. Sibuea, Asas Negara Hukum, Peraturan
Kebijakan & Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik,
Erlangga, Jakarta. 2010, hal. 36.

0. Murtir Jeddawi, Negara Hukum Good Governance
dan Korupsi di Daerah, Total Media, Yogyakarta, 2011.hal.
2.

2 Arif Rudi Setiyawan, Sukses Meraih Profesi Hukum
ldgman, Edisi 1. CV. Andi. Yogyakarta, 2010, hal. 90.

Ibid.
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Unsur-unsur Tindak Pidana, menurut

Moeljatno, adalah:**

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan);

2. Hal ikwal atau keadaan yang menyertai
pidana;

3. Keadaan tambahan vyang memberatkan
pidana;

4. Unsur melawan hukum yang objektif;

5. Unsur melawan hukum yang subjektif.
Unsur pokok subjektif:*

1. Sengaja (dolus);

Kealpaan (culpa).

Unsur pokok objektif:*

Perbuatan manusia;

Akibat (result) perbuatan manusia;

Keadaan-keadaan;

Sifat dapat dihukum dan melawan hukum.

Semua unsur-unsur  delik  tersebut

merupakan satu kesatuan dalam satu delik,

satu unsur saja tidak ada tidak didukung bukti

akan menyebabkan tersangka/terdakwa tidak

dapat dihukum."’

Pengertian perkara: persoalan atau perkara
yang perlu diselesaikan atau
dibereskan.® Peristiwa hukum adalah semua
peristiwa  atau  kejadian yang dapat
menimbulkan akibat hukum, antara pihak-pihak
yang mempunyai hubungan hukum.*

Suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya
suatu hubungan hukum memberikan hak dan
kewajiban yang telah ditentukan oleh undang-
undang, sehingga kalau dilanggar akan
berakibat, bahwa orang yang melanggar itu
dapat dituntut di muka pengadilan.?

Perbuatan pidana semata menunjuk pada
perbuatan baik secara aktif maupun secara
pasif, sedangkan apakah pelaku ketika
melakukan perbuatan pidana patut dicela atau
memiliki kesalahan, bukan merupakan wilayah

N

El o e

% Abdul Khakim, Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan
Indonesia, Cetakan Ke-1. Edisi Ill, PT. Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2009, hal. 287.
“lbid, hal. 288.
*° Ibid.
Y Ibid.
18 Sudarsono, Kamus Hukum, Rineka Cipta,
Cetakan 6. Jakarta, 2009.hal. 355.

9 Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilimu
Hukum, Ed. 1. Cet. 13. PT. RadjaGrafindo. Jakarta. 2010,
hal. 131.

“Ibid, hal. 131-132.

perbuatan pidana, tetapi sudah masuk pada
pertanggungjawaban pidana.?!

Keistimewaan hukum pidana terletak pada
daya paksanya yang berupa ancaman pidana
sehingga memungkinkan hukum ini dipatuhi
dan ditaati oleh tiap-tiap individu atau subjek
hukum yang lain. Dalam hal ini dapat dilihat
dalam kehidupan nyata bahwa hukum pidana
tidak mengadakan kaidah-kaidah baru, ia tidak
menimbulkan kewajiban-kewajiban yang tidak
ada. la mempertahankan kaidah-kaidah yang
diadakan di lapangan lain dengan pengancaman
hukuman. Kewajiban-kewajiban yang
ditimbulkan dilapangan lain mendapat sifat
memaksa yang dipertajam  sungguhpun
seringkali kewajiban-kewajiban hanya tinggal
dipertegas dalam undang-undang pidana.
Hukum pidana bekerja dengan sanksi yang
sangat mendalam dan memperkuat-peraturan-
peraturan yang telah ada dengan sehebat-
hebatnya, tetapi ia sendiri tidak mengadakan
peraturan-peraturan itu. Hukum pidana pada
hakikatnya adalah sanksi.*”

Sanksi pidana yang ada di dalam hukum
pidana merupakan salah satu penderitaan yang
istimewa sebab pidana yang diancamkan
kepada calon pelanggar kaidah-kaidah yang
bersangsi tadi, pasti dikenakan kepada
pelanggar-pelanggar atau pelaku kejahatan
yang dapat berupa pidana mati, pidana penjara
dan benda atau sanksi-sanksi lain yang telah
ditentukan oleh kaidah-kaidah pidana sesuai
dengan perkembangan dan pertumbuhan
hukum. Maksud ancaman pidana tersebut
adalah untuk melindungi kepentingan orang
dalam pergaulan hidup. Dalam hal ini hukum
pidana menggunakan ancaman pidana dan
penjatuhan pidana apabila kepentingan-
kepentingan tersebut seimbang dengan
pengorbanan vyang harus ditanggung oleh
korban kejahatan atau pelanggaran.”

Hukuman atau sanksi yang dianut
hukum pidana membedakan hukum pidana
dengan bagian hukum yang lain. Hukuman
dalam hukum pidana ditujukan untuk
memelihara keamanan dan pergaulan hidup

2 Ali Mahrus, Dasar-Dasar Hukum Pidana,
Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. hal. 97.

2 Sudarsono, Pengantar llmu Hukum, Cetakan
Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hal. 211.

% Ibid, hal. 211-212.
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yang benar.?* Pengaturan hukum mengenai
bentuk-bentuk perbuatan  yang  dapat
dikenakan sanksi pidana apabila dilakukan oleh
pejabat  imigrasi, menunjukkan adanya
persamaan kedudukan dihadapan hukum
antara pejabat imigrasi dan warga masyarakat
jika melakukan perbuatan pidana maka harus
mempertanggungjawabkan perbuatannya
melalui sanksi yang akan diberlakukan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Dengan demikian siapapun vyang
terbukti melakukan tindak pidana keimigrasian
akan dikenakan sanksi pidana.

Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 29 Tahun 2014
Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, Pasal 1 angka 2. Kinerja adalah
keluaran/hasil dari kegiatan/program yang
telah atau hendak dicapai sehubungan dengan
penggunaan anggaran dengan kuantitas dan
kualitas terukur.

Penilaian  kerja  menurut Ivancevich,
merupakan aktivitas yang digunakan untuk
menentukan pada tingkat mana seorang
pekerja (dalam hal ini aparatur pemerintah)
menyelesaikan pekerjaannya secara efektif.
Implikasinya adalah, penilaian kinerja terhadap
pekerjaan pegawai diperlukan agar perilaku
mereka dapat diarahkan guna melakukan
pekerjaan dengan baik sehingga tercapailah
tujuan organisasi. Penilaian terhadap kinerja
memberikan banyak manfaat yang penting
bagiorganisasi sebagai suatu wadah kegiatan
bagi sekelompok orang yang bekerja sama
dalam mencapai tujuan.”

Tujuan dikembangkannya sistem
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ini
adalah untuk mendorong  terciptanya
akuntabilitas kinerja instnasi pemerintah
sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya
pemerintahan yang baik dan terpercaya,
sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah:

1. Menjadi instansi yang akuntabel sehingga
dapat beroperasi secara efisien, efektif dan
responsif terhadap aspirasi masyarakat dan
lingkungannya;

** Leden Marpaung, Op.Cit, hal. 105.

» H.Achmad Amnis, (Editor).
H.Alisjahbana,Manajemen Kinerja Pemerintah Daerah.
Gramedia, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2012. hal.91-
92.
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2. Terwujudnya
pemerintah;

3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam
pelaksanaan pembangunan nasional;

4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat
kepada pemerintah.?®

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme, mengatur kewajiban
menerapkan asas  akuntabilitas untuk
pemerintah pusat dan pemerintah daerah
sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada
masyarakat bahwa selama penyelenggaran
kegiatan pemerintahan, pemerintah telah
melaksanakan pengawasan dan penindakan
terhadap pejabat-pejabat pemerintah yang
tidak menerapkan sistem penyelenggara
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme.

Penjelasan Atas Undang-Undang
Republik  Indonesia Nomor 28 Tahun
1999 tentang Penyelenggara Negara Yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme. [.Umum, menjelaskan
penyelenggara Negara mempunyai peran
penting dalam mewujudkan cita-cita
perjuangan bangsa. Hal ini secara tegas
dinyatakan dalam Penjelasan Undang-Undang
Dasar 1945 yang menyatakan bahwa vyang
sangat penting dalam pemerintahan dan dalam
hal hidupnya negara ialah semangat para
Penyelenggara Negara  dan pemimpin
pemerintahan.

Dalam rangka penyelamatan dan
normalisasi kehidupan nasional sesuai tuntutan
reformasi diperlukan kesamaan visi, persepsi,
dan misi dari seluruh Penyelenggara Negara
dan masyarakat. Kesamaan visi, persepsi, dan
misi tersebut harus sejalan dengan tuntutan
hati nurani rakyat vyang menghendaki
terwujudnya  Penyelenggara Negara  yang
mampu menjalankan tugas dan fungsinya, yang
dilaksanakan secara efektif, efisien, bebas dari
korupsi, kolusi, dan nepotisme, sebagaimana
diamanatkan oieh Ketetapan Majelis
Perrnusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang

transparansi instansi

2 Hj. Sedarmayanti, Op.Cit.hal. 56.
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Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.?’

Sesuai dengan ketententuan hukum yang
berlaku sebagaimana dinyatakan pada Pasal
133 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011
tentang Keimigrasian, maka pejabat imigrasi
dapat dikenakan sanksi pidana apabila
membiarkan seseorang melakukan tindak
pidana Keimigrasian. Demikian pula apabila
pejabat imigrasi dengan sengaja membocorkan
data keimigrasian yang bersifat rahasia kepada
pihak yang tidak berhak. Apabila pejabat
imigrasi dengan sengaja tidak menjalankan
prosedur operasi standar yang berlaku dalam
proses pemeriksaan pemberangkatan atau
kedatangan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi
yang mengakibatkan masuknya Orang Asing ke
Wilayah Indonesia tidak diawasi dengan baik,
maka sanksi pidana akan diberlakukan.

Perbuatan lainnya yang dapat dikenakan
sanksi pidana apabila pejabat imirasi dengan
sengaja dan  melawan  hukum  tidak
menjalankan  prosedur  operasi  standar
penjagaan Deteni di Rumah Detensi Imigrasi
atau Ruang Detensi Imigrasi yang
mengakibatkan Deteni melarikan diri dan
Pejabat Imigrasi yang dengan sengaja dan
melawan hukum tidak memasukkan data ke
dalam Sistem Informasi Manajemen
Keimigrasian.

PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Bentuk-bentuk perbuatan pidana yang
diatur dalam Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yaitu:
memberikan Dokumen Perjalanan atau
memperpanjang dokumen keimigrasian
kepada seseorang yang diketahuinya
tidak berhak; membocorkan data
Keimigrasian yang bersifat rahasia
kepada pihak yang tidak berhak, tidak
menjalankan prosedur operasi standar
yang berlaku dalam proses pemeriksaan
pemberangkatan atau kedatangan di
Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang
mengakibatkan masuknya Orang Asing ke
Wilayah Indonesia atau keluarnya orang

7 Penjelasan Atas Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme. [.Umum.

dari Wilayah Indonesia; tidak
menjalankan prosedur operasi standar
penjagaan Deteni di Rumah Detensi
Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi yang
mengakibatkan Deteni melarikan diri;
tidak memasukkan data ke dalam Sistem
Informasi Manajemen Keimigrasian.

2. Penerapan sanksi pidana bagi pejabat
imigrasi menurut Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
dengan pidana penjara dan pidana
kurungan; Pidana penjara diberlakukan
paling lama pidana penjara paling lama 2
(dua) tahun dan 5 (lima) tahun; pidana
kurungan paling lama 6 (enam) bulan.

B. Saran

1. Diperlukan pembinaan dan pengawasan
oleh pemerintah melalui Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap
pejabat imigrasi dalam melaksanakan
tugas di bidang keimigrasian. Pejabat
imigrasi sebagai aparatur pemerintah
wajib melaksanakan tugas dengan penuh
tanggung jawab dan wajib menaati
peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

2. Penerapan tindak pidana bagi pejabat
imigrasi  harus dilaksanakan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan
sebagai upaya untuk memberikan efek
jera bagi pejabat imigrasi sebagai
pencegahan untuk tidak melakukan
perbuatan pidana di bidang imigrasi.
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